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6. Peraturan Pemerin

PRESIODEN
REPUBUKINDONE&A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTIA
‘NOMOR  1¢ TAHUN 1994
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEGAWATI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bProfesionalisme dan
Pembinaan karjer Pegawai Negeri

Sipil serta pening-
katan mutuy pelaksanaan tugas umum bPemerintahan dan

Pembangunan, dipandang perlu renetapkan Peraturan

ntang Jabatan Fungsional Pegawai Ne-
geri Sipil;

1. Pasgal s ayat (2) Undang—Undang Dasar 194s5:

’
2. Undang—undang Nomor g Tahun 1974
pokok Kepegawaian

Nomor 55,

tentang pokox-
(Lembaran Negara

Tahun 1974
Tambahan Lembaran Negara Ng

mor 3041 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor
Wewenang Pengangkatan,
tian pPegawai Negeri sip
1975 Nomor 26,
1058) ;

20 Tahun 1875 tent

Pemindahan dan Pemberhen-

il (Lembaran Negara Tahun

Tambahan Lemkaran Negara Nomecr

Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1976 te
Formasi Pegawaj Negeri sipii
Tahun 197¢ Nomor 9,
Nomor 3oes) ;

ntang
(Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor =7 Tahun

1977 tentang
Peraturan Gaji

Pegawaj Negeri Sipil
. Negara Tahun 1977 Nomor 11,
Negara Nomor Joo9s) ;

{Lembaran
Tambahan Lembaran

tah Nomor 1 Tahun .1989¢ tentang

Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipi)

{(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3156) ;

7. Peraturan




Menetapkan

2. Rumpun jabatan fungsional
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ESIDEN

PR
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalanm Peraturan Pemerintah ini Yang dimaksug
dengan :
1.

jukkan tugas, tanggung jawab,
Seseorang Pegawai Negeri sipijj

vewenang dan hak

p dalam suaty sa-
tuan Organisasi Yang dalam bPelaksanaan tugasnxg
didasarkan“éada keahlian dan/atau ketramgiigg
tert

entu serta bersifat mandiriji, -

sional dalanm rangka p
Sangkutan,

Instansi pPembina jabatan fungsionél adalah in-

stansi Pemerintan Yang bertugas membina suaty

jabatan fungsionaj menur

Ut peratuyran Perundang-
undangan Yang berlaky, B

BAB 1T



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_ BAB 1Y
JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

(1) Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rum-
Pun jabatan fungsional.

\(2) Jabatan fungsionaj sebagaimana dimaksud dalanm

ayat (1) terdiri darj

a. jabatan fﬁngsional keahlian;v'

b. jabatan fungsiona} ketrampilan.u

a8. Mempunyaj Metodologi, teknik analisis, teknik
dan Prosedur kerja Yang didasarkan atas disiplin
ilmu Pengetahuyan dan/atauy Pelatihan teknis tery-
tentuy dengan sertifikasi;
b, Memilikj etika profesj

organisasi Profesi;

yang ditetapkan oleh

sarkan

1) Tingkat keahlian ba
ahlian;

2) - Tingkat ketrampilan bagi
ketrampilan;

g9i jabatan fungsional ke-

jabatan fungsiona)

BAB r11-



169

PRESIDEN
.REPUBLIK INDONESIA

BAB 111
WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL,
DAN ANGKA KREDIT

BAB 1V
PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

~
/F}OM/
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONES|A

Pasal g

(1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsi-
onal ditetapkan dengan angka kredit oleh peja-

bat Yang berwenang setelan mendengar pertim-
-bangan Tinm Penilai.

I

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
" dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabat-

an fungsional atay pimpinan instansi Pengguna
jabatan fungsional.

Pasal g

Kenaikan dalam Jenjang jabatan fungsionail Yyang
lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka
kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuh i

dalam pPeraturan perundang~undangan Yang berlaku.

Pasal @

K:) Penetapan instansi pPembina jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pene-

tapan rumpun jabatan fungsional ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

. Pasal 312



T

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB v ,
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(2) Besarnya tunjangan

BAB vI
KETENTUAN LAIN

BAB wvrr



PRESIDEN
REPUBUK!NDONE&A

BAB vII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mu
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuij,
"hgundangan Peraturan Pemerintan
pPatannya dalan Lembaran Negara Re

memerintahkan pe-

Ditetapkan dji Jakarta
pPada tanggal 18 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

S OEHAR T O
Diundangkan dji Jakarta

pada tanggal 18 April 1994

 MENTERT NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIX INDONESIA
tta
MOERDIO N o

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 22.

Salinan sesuaj aslinya

SEKRETARIAT KABINET R
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan




PRESIDEN
REPUBLH(GNDONE&A

PENJEL A S AN
ATASs -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1994
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAX NEGERI SIPIL

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibuytuhkan adanya Pegawai
Negeri Sipij} dengan muty Profesionalisme Yang memadai, berdaya-

guna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerin-
tahan dan pembangunan,

Dengan demikian diharapkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan
Pemeri{ntan ipni Pegawai Negeri Sipil dapat dipacu muty profesio-
nalismenya melaluj Pembinaan Xarjer Yang berorientasi pada

Prestasi kerja, sehingga tujuan untyx mewujudkan - Pegawai

Negerj ..,
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PRESIDEN
-REPUBLIK INDONESIA

Negeri sipii sebagai Aparatur Negara yang berdayaguna dan berha-

silguna di dalam melaksanakan tugas umum pPemerintahan dan pemba-
ngunan dapat tercapai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Jabatan-jabatan di dalam suatuy rumpun jabatan tidak ber-
sirat statis, akan tetapi dapat berkembang sesual dengan
pPerkembangan ilmu dan teknologi, sehingga dapat terjadi
pemerkayaan jabatan qi dalam suaty rumpun jabatan.

Sebagai contoh, pada awalnya rumpun jabatan pPendidikan,
hanya terdiri dari Dosen dan Guru,

Namun karena tingkat
kompleksitasg kegiatan 4i bidang pen

baru misalnya antara

lain, Anli Kurikulum dan Ahli Penguijian.

Dapat pula terjadi pPengembangan jabatan dari spesialisasi
kearah sub spesialisasi,

Sebagai contoh :

satu rumpun jabatan.
Ayat (2)
lihat penjelasan Pasal 3 huruf a.

Pasal 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONE SIA

dasi kewenangan Penanganan berdasarkan sertifikasi Yang
ditentukan.

Sebagai caontoh dalam FUmpun jabatan Pranata komputer

ten dan pengembangan Sistem, Seorang sisten Analis
adalah termasukx pPejabat fungsionaj keahljan, Sedangkan
Programer Komputer Yang mempunyai tugas menjabarkan pe-
rancangan sistem, menyusun Progran OPerasionail dan

sertifikat.

Hurur p
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’ PRESIDEN
REPUBUKINDONE&A

ara mandiri. Didalanm me-
fungsional tidax mutlax
Dia dapat dibantu gleh tenaga
namun tanggungjawab hasil pelaksa-
Ngan pelaksanaan tugas tetap mele-
sional tersebut.
Seorang Apoteker di dalam n
dibantu oleh Asisten Apoteker.

laksanakan tugasnya pejabat
harus bekerja sendiri,
fungsional Yang lain,

kat pada pejabat fung

Contoh, eracik obat dapat |

Namun hasji} kerja Asisten
ngjawab Apoteker. Dilain

vai dengan Prosedur kerja
tersebut.
Huruf e

sangkutan,

|
|
\
Pasal 4 :
Cukup jelas

Pasal s
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. PRESIDEN
REPUBLIK INDONE SIA

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal ¢
Cukup jelas

Yang bersangkutan.

Pasal g

Ayat (1)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3) Mekanisme Pendelegasian wewenang ditetapkan oleh
instansi pembina,

4) Tim Penilaj Pusat mempunyai kewenangan untuk meni-
lai pejabat fungsional golongan IV.

5) Tim Penilaj Instansi mempunyai kewenangan untux me-

Yaratannya ditetap-
sedangkan untuk jabatan
dalam Peraturan pepme-

Pasal 131

Ayat (1)

Ayat (2)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sebagai Pembina Jabatan Fungsiona}
Statistix Sebagai
Komputer,

nakan oleh masing
instansyi Pembina ja

Pasal 13

Ayat (1)
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PRESIDEN
REPUBUKINDONE&A

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelag

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEsTA NOMOR 3547



